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EVALUASI FORMATIF PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI 
KORBAN PERDAGANGAN ANAK 
(Studi Kasus Program Rehabilitasi Sosial Rumah Faye Batam) 
 
 




Penelitian ini membahas tentang evaluasi program rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan anak yang 
diselenggarakan oleh Rumah Faye Batam, yang secara umum bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian 
sosial korban perdagangan anak. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif dengan pendekatan 
kualitatif yang difokuskan untuk menggambarkan proses implementasi program rehabilitasi sosial yang 
dilakukan oleh Rumah Faye, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan 
penghambat, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan program tersebut. Hasil dari 
penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi program rehabilitasi sosial di Rumah Faye, terdapat 7 
tahapan yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas yang mengacu pada alur pelayanan dan juga logical 
framework yang telah dikembangkan oleh Rumah Faye itu sendiri. Dalam program rehabilitasi sosial di 
Rumah Faye muncul berbagai permasalahan yang berasal dari internal dan eksternal lembaga, seperti belum 
adanya tenaga profesional, serta permasalahan lainnya yang menghambat proses implementasi program. 
Selain itu, terdapat beberapa sumber daya yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung 
pelaksanaan program, seperti kerjasama dengan lembaga lain, keterlibatan relawan, dsb. 
 
KATA KUNCI: Penelitian Evaluatif, Program Rehabilitasi Sosial, Perdagangan Anak. 
 
ABSTRACT 
This research is about the evaluation of social rehabilitation program for children trafficking victims 
conducted by Rumah Faye Batam, which is generally aimed to restore the social functions of the victims. The 
thesis is formative-evaluative research using a qualitative approach specified to elaborate on the 
implementation of the program, and also to identify and analyze the supporting factors and the constraints as 
a foundation of the program development. The result of the research shows that in the implementation of social 
rehabilitation programs at Rumah Faye, there are 7 stages which include various activities that refer to the 
flow of services and also the logical framework that has been developed by Rumah Faye itself. Rumah Faye 
Batam is currently facing many issues internally and externally, such as the unavailability of professionals 
and other issues constraining the implementation of the program. On the other hand, the opportunity that the 
program has is not neglectable such as having resources to operate the program, cooperation with other 
similar parties, the involvement of volunteers, etc. 
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Perdagangan orang atau human 
trafficking merupakan salah satu bentuk 
kejahatan terorganisir yang cukup kompleks 
dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak 
asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia 
tersebut terjadi, karena dalam perdagangan 
orang melibatkan tindakan kekerasan, 
pemaksaan, penipuan, melemahkan harkat 
martabat manusia, dan juga memiliki dampak 
yang buruk terhadap perkembangan fisik, 
psikologis, emosional, dan moral seseorang. 
Selain itu, praktik perdagangan orang juga 
dapat membahayakan kohesi dan nilai-nilai 
sosial yang ada di masyarakat (Devine, 2009). 
Berdasarkan data korban perdagangan 
orang yang dibantu oleh IOM Indonesia, 
sebanyak 70% jumlah korban perdagangan 
orang berjenis kelamin perempuan dan 
sebanyak 30% berjenis kelamin laki-laki dari 
total kasus. Sementara berdasarkan usia, 
sebanyak 13% korban perdagangan orang 
merupakan anak-anak, sementara usia dewasa 
berjumlah 87% (IOM, 2016).  Fakta tersebut 
menunjukkan bahwa, meskipun dapat terjadi 
kepada siapa saja, praktik perdagangan orang 
sangat rentan terjadi kepada perempuan dan 
juga anak-anak.  
Menurut Suyanto (2004) perempuan 
dan anak-anak menjadi kelompok yang paling 
rentan, karena beberapa hal. Pertama, anak 
sepenuhnya bergantung kepada orang dewasa 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 
keadaan tersebut kemudian menyebabkan 
anak rentan dan dimanfaatkan oleh orang 
dewasa atau orang tuanya demi kepentingan 
mereka. Selain itu, masih kuatnya budaya 
patriarki dalam masyarakat Indonesia, dimana 
laki-laki memiliki posisi ordinat (prioritas) 
sementara perempuan seringkali 
termarjinalkan dalam keluarga dan masyarakat 
(Hariyanto, 2011, hal. 3). 
Perdagangan anak sebagai salah satu 
bentuk perdagangan manusia terjadi ketika 
seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun 
dieksploitasi dan dipekerjakan dalam berbagai 
bentuk usaha. Secara global terdapat sekitar 
1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya, 
dan kebanyakan anak-anak tersebut 
diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi 
seksual dan industri perdagangan anak tersebut 
dapat menghasilkan keuntungan kurang lebih 
12 miliar dolar amerika per tahun (UNICEF, 
2010). Sementara itu, di Indonesia 
diperkirakan terdapat 100.000 anak yang 
diperdagangkan setiap tahunnya, dan kurang 
lebih terdapat 40.000-70.000 anak yang 
menjadi korban eksploitasi seksual. Korban 
perdagangan anak biasanya dipekerjakan 
dalam industri prostitusi, pekerja rumah 
tangga, pekerja di sektor industri, pekerja di 
sektor pertanian, dan juga pernikahan dibawah 
umur (UNICEF, 2008). Sementara itu, faktor-
faktor yang menjadi akar dari permasalahan 
perdagangan anak, antara lain kemiskinan, 
penerimaan terhadap pekerja anak, anak yang 
tidak terdaftar secara administratif, dan 
budaya-budaya tertentu seperti pernikahan 
usia anak (UNICEF, 2010). 
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Selain melanggar hak anak untuk 
mendapat perlindungan serta tumbuh dan 
berkembang di lingkungan yang aman, 
perdagangan anak juga memiliki berbagai 
dampak negatif yang mempengaruhi proses 
tumbuh kembang anak. Dari sisi kesehatan, 
korban perdagangan anak, khususnya untuk 
tujuan eksploitasi seksual, sangatlah rentan 
untuk tertular berbagai penyakit menular 
seksual, salah satunya HIV (UNICEF, 2010). 
Menurut Hariyanto (2011), secara psikologis, 
anak perempuan yang menjadi korban 
perdagangan anak merasa pesimis untuk 
memasuki jenjang rumah tangga, merasa tidak 
percaya diri ketika berinteraksi dengan sesama 
anak perempuan dan juga dapat menimbulkan 
trauma. Dampak sosial yang ditimbulkan dari 
perdagangan anak adalah para korban pada 
umumnya hidup dalam kesendirian dan 
menutup diri dari lingkungan sosialnya. Selain 
itu, akan timbul stigma masyarakat yang 
menganggap korban sebagai orang yang tidak 
bermoral, tidak memiliki etika, dan lain 
sebagainya (ILO, 2004). 
Sebagai suatu masalah sosial dengan 
berbagai dampak yang ditimbulkan, 
perdagangan anak dapat mengganggu 
keberfungsian sosial korban perdagangan 
anak. Oleh karena itu, perlu adanya suatu 
tindakan atau upaya berupa intervensi sosial 
dengan tujuan mengembalikan keberfungsian 
sosial korban perdagangan anak tersebut. 
Intervensi sosial merupakan upaya perubahan 
terencana untuk mengubah suatu kondisi dari 
kondisi yang tidak diinginkan menuju kondisi 
yang diinginkan, melalui intervensi sosial 
hambatan-hambatan sosial yang dihadapi 
kelompok sasaran akan dapat teratasi (Adi, 
2005). Dalam konteks perdagangan anak, 
salah satu upaya intervensi sosial yang dapat 
dilakukan untuk mengembalikan 
keberfungsian sosial korban perdagangan anak 
adalah dengan melakukan rehabilitasi sosial. 
Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, disebutkan bahwa korban 
perdagangan orang berhak memperoleh 
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 
pemulangan, dan reintegrasi sosial dari 
pemerintah atau lembaga-lembaga sosial lain 
yang memiliki rumah perlindungan sosial atau 
pusat trauma. 
Rumah Faye, merupakan salah satu 
lembaga sosial nonpemerintah atau non-
government organization di Indonesia yang 
berfokus untuk menangani masalah 
perdagangan anak, kekerasan, dan eksploitasi 
terhadap anak (Rumah Faye, 2018). Pada 
tahun 2016 Rumah Faye mulai memberikan 
layanan rehabilitasi sosial bagi korban 
perdagangan anak dengan membangun sebuah 
rumah singgah atau shelter yang dijadikan 
sebagai pusat rehabilitasi bagi korban 
perdagangan anak. Shelter tersebut diberi 
nama “Rumah Aman” dan berlokasi di Kota 
Batam, Kepulauan Riau. Secara umum, 
Rumah Aman memiliki tujuan untuk 
merestorasi keberfungsian sosial korban 
perdagangan anak melalui kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan. Selain bertujuan untuk 
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merestorasi keberfungsian sosial anak, Rumah 
Aman juga dijadikan sebagai pusat trauma 
healing dan pemberdayaan bagi korban 
perdagangan anak, eksploitasi anak, dan 
kekerasan terhadap anak.  
Dalam proses implementasi suatu 
program atau kegiatan intervensi sosial, 
memang tidak selalu dapat berjalan sesuai 
dengan tujuan atau rencana yang telah 
ditetapkan di awal, adanya tantangan dan 
hambatan dalam proses implementasi program 
menuntut lembaga pemberi pelayanan sosial 
untuk dapat beradaptasi dengan kondisi yang 
terjadi. Oleh karena itu, evaluasi dan 
monitoring dalam suatu program pelayanan 
kemanusiaan menjadi suatu hal yang penting, 
yaitu untuk memberikan penilaian terhadap 
perkembangan dan hasil dari implementasi 
program. Kegiatan evaluasi program juga 
menjadi salah satu cara untuk merespon 
perubahan kondisi yang dihadapi lembaga 
pelayanan kemanusiaan. 
Sebagai suatu kegiatan yang dijalankan 
sejak tahun 2016, dalam hal ini program 
rehabilitasi Rumah Faye, belum melakukan 
mekanisme evaluasi untuk melihat hambatan-
hambatan yang dihadapi dan kekuatan apa saja 
yang dimiliki program, yang berpengaruh 
terhadap proses implementasi program 
rehabilitasi yang dilakukan. Berdasarkan 
uraian permasalahan tersebut, maka tujuan 
penelitian ini adalah, pertama menggambarkan 
proses implementasi program rhabilitasi sosial 
bagi korban perdagangan anak di Rumah Faye. 
Kedua mengidentifikasi serta menganalisis 
faktor pendukung dan penghambat 
implementasi program rehabilitasi sosial di 
Rumah Faye.  
Dalam penelitian sebelumnya terdapat 
penelitian-penelitian yang memfokuskan 
pembahasan pada proses implementasi 
program manajemen kasus dan program 
rehabilitasi terhadap anak korban trafficking, 
yaitu penelitian yang dilakukan oleh 
Rachmawati (2010) namun penelitian tersebut 
tidak secara khusus melakukan evaluasi 
terhadap program rehabilitasi sosial. Salah satu 
penelitian juga meneliti faktor-faktor yang 
menyebabkan anak perempuan kembali 
menjadi korban trafiking untuk tujuan 
eksploitasi seksual setelah direhabilitasi, yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh Maharani 
(2011). Penelitian tersebut juga tidak secara 
spesifik mengevaluasi program rehabilitasi, 
namun lebih melihat kondisi anak setelah anak 
direhabilitasi dan faktor-faktor yang 
menyebabkan anak tersebut dapat kembali 
mengalami perdagangan anak. Dalam 
penelitian yang lain, yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh Hariyanto (2011) meneliti 
mengenai pelaksanaan proses rehabilitasi 
sosial untuk anak wanita usia 15-18 tahun 
korban trafficking, penelitian ini juga bukan 
merupakan penelitian evaluatif, melainkan 
penelitian atau studi deskriptif. Terdapat satu 
penelitian yang secara spesifik melakukan 
evaluasi terhadap program rehabilitasi sosial 
terhadap korban perdagangan orang 
khususnya anak dan perempuan, penelitian ini 
dilakukan terhadap program rehabilitasi sosial 
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yang diselenggarakan oleh Rumah 
Perlindungan Sosial Wanita yang merupakan 
lembaga dibawah naungan Kementerian 
Sosial, penelitian tersebut dilakukan oleh 
Fitriani (2013).  
Sebagai suatu masalah yang kompleks 
dan multidimensi, upaya penanganan 
perdagangan anak perlu dilakukan secara 
berkesinambungan mulai dari pencegahan, 
pembebasan, hingga rehabilitasi. Selain itu, 
usaha yang dilakukan tidak dapat dianggap 
sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah 
semata, namun diperlukan juga  kerjasama dan 
penguatan jaringan dari berbagai komponen 
masyarakat, termasuk didalamnya lembaga 
nonpemerintah dalam menanggulangi atau 
mengatasi permasalahan perdagangan anak, 
sehingga celah penelitian (research gap) yang 
belum terjangkau dan akan diangkat dalam 
penelitian ini adalah evaluasi terhadap 
program rehabilitasi sosial bagi korban 
perdagangan anak yang dilakukan oleh non-
government organization atau organisasi 
nonpemerintah di Indonesia.   
TINJAUAN TEORITIS 
Perdagangan Anak 
Berdasarkan pasal tiga Protokol PBB 
untuk mencegah, menekan, dan menghukum 
perdagangan orang, khususnya perempuan dan 
anak-anak, perdagangan orang (trafficking) 
didefinisikan sebagai segala bentuk 
perekrutan, pengiriman, pemindahan, 
penampungan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman atau penggunaan kekerasan 
atau bentuk-bentuk lain seperti pemaksaan, 
penculikan, penipuan, kebohongan atau 
penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan 
eksploitasi. Eksploitasi yang terjadi dapat 
berbentuk pemaksaan untuk menjadi pekerja 
seks, kerja paksa, perbudakan atau segala hal 
yang mirip dengan perbudakan atau penjualan 
organ tubuh (UNODC, 2000). 
Sementara itu, NODC (2006) 
menyebutkan setidaknya terdapat tiga unsur 
pokok sehingga suatu kegiatan atau perbuatan 
dapat dikategorikan sebagai perdagangan 
manusia, unsur tersebut berkaitan dengan 
proses, cara, dan tujuan. Namun, dalam 
konteks perdagangan anak, hanya diperlukan 
dua unsur pokok agar suatu tindakan dapat 
dikategorikan sebagai tindakan perdagangan 
anak, yaitu unsur proses dan tujuan. Sehingga, 
segala bentuk perekrutan, pengiriman, 
pemindahan, penampungan atau penerimaan 
terhadap anak untuk tujuan eksploitasi dapat 
dikategorikan sebagai tindakan perdagangan 
anak. Hal tersebut terjadi karena, anak 
memiliki status legal yang spesial yaitu masih 
diwakili oleh orang tua, dan dalam banyak 
kasus perdagangan anak, orang tua justru 
memberikan consent atau persetujuan tanpa 
harus mengalami tindakan pemaksaan, 
ancaman (UNODC, 2006). 
Strategi Penanggulangan Trafficking Anak 
dan Perempuan 
 Menurut Surjono (2009) dalam Fitriani 
(2013, hal. 33) disebutkan bahwa terdapat tiga 
strategi yang dapat dilakukan untuk 
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menanggulangi perdagangan anak dan 
perempuan, antara lain: 
a) Sosialisasi isu perdagangan anak 
melalui forum: (1). Pertemuan 
keagamaan, yang memberi 
pemahaman inti kepada masyarakat 
bahwa anak dan perempuan 
merupakan amanah dan merupakan 
tanggung jawab keluarga, masyarakat 
dan pemerintah sehingga harus dijaga 
keselamatannya; (2). Pendidikan di 
sekolah yang memberi pemahaman 
dan kesadaran kepada siswa, di dalam 
pendidikan ekstrakurikuler tentang 
kewaspadaan terhadap jeratan 
trafficking; (3). Media massa, melalui 
informasi kepada masyarakat umum 
tentang tindak trafficking dengan 
komoditas anak dan perempuan. 
b) Tempat penampungan (shelter) korban 
trafficking, dalam penyembuhan luka 
psikis, fisik, dan sosial. 
c) Koordinasi penanganan kasus, yang 
mencakup lembaga kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dalam menindak 
pelaku trafficking dan dinas sosial 
bekerja sama dengan lembaga swadaya 
masyarakat yang peduli terhadap anak 
korban trafficking. 
Pengertian Rehabilitasi Sosial 
Menurut Undang-Undang No.11 tahun 
2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan 
bahwa rehabilitasi sosial adalah proses 
refungsionalisasi dan pengembangan untuk 
memungkinkan seseorang mampu 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 
dalam kehidupan masyarakat. 
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah 
No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan 
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan 
Orang, dijelaskan bahwa rehabilitas sosial 
merupakan pemulihan saksi dan atau korban 
dari gangguan kondisi psikososial dan 
pengembalian keberfungsian sosial secara 
wajar baik dalam keluarga maupun 
masyarakat. 
Tarmansyah (2003) menjelaskan bahwa 
rehabilitasi merupakan suatu upaya layanan 
yang diberikan kepada individu yang 
membutuhkan layanan khusus yang terdiri dari 
berbagai jenis sesuai dengan gangguan yang 
dialami. Gangguan tersebut bersifat individual 
meskipun kecacatannya sama, namun tingkat, 
jenis serta derajat kecacatannya berbeda satu 
sama lain, oleh karenanya diperlukan langkah-
langkah identifikasi, analisis, serta diagnosis 
secara cermat. 
Tahap-Tahap dan Bentuk Rehabilitasi 
Sosial 
     Dalam Peraturan Menteri Sosial 
Republik Indonesia No. 01 Tahun 2015 
tentang Standar Lembaga Penyelenggara 
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial disebutkan 
mengenai tahapan dan bentuk rehabilitasi 
sosial yang harus dimiliki oleh setiap lembaga 
penyelenggara rehabilitasi sosial. Dijelaskan 
bahwa rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh 
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lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial 
dilaksanakan dengan menggunakan metode 
pekerjaan sosial, yang terdiri dari beberapa 
tahap, antara lain: (1). Tahapan Pendekatan 
Awal: Pada tahap pendekatan awal 
dilaksanakan kegiatan sosialisasi program, 
penjaringan/penjangkauan calon klien, seleksi 
calon klien, penerimaan dan registrasi, serta 
konferensi kasus; (2). Tahap Pengungkapan 
dan Pemahaman Masalah: Pada tahap ini 
dilaksanakan kegiatan analisis kondisi klien, 
keluarga, lingkungan, karakteristik masalah, 
sebab dan implikasi masalah, kapasitas 
mengatasi masalah dan sumber daya serta 
konferensi kasus; (3). Tahap Penyusunan 
Rencana Pemecahan Masalah: Pada tahap ini 
dilaksanakan kegiatan penetapan tujuan 
pelayanan, penetapan jenis pelayanan yang 
dibutuhkan oleh klien dan sumber daya yang 
akan digunakan; (4). Tahap Pemecahan 
Masalah; (5). Tahap Resosialisasi / reintegrasi; 
(6). Tahap Terminasi; (7). Tahap Bimbingan 
Lanjut.  
Pelayanan atau Bantuan Rehabilitasi dan 
Reintegrasi Bagi Korban Perdagangan 
Anak 
 Menurut Surtees (2017), pelayanan 
atau bantuan bagi korban perdagangan anak 
dapat diartikan sebagai proses pemberian 
bantuan atau pelayanan secara formal, dalam 
rangka pemulihan dan reintegrasi korban 
perdagangan anak, yang dilakukan oleh 
lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. 
Pemberian pelayanan kepada korban 
perdagangan anak, juga harus mengutamakan 
kepentingan dan pemenuhan kebutuhan 
spesifik anak atau yang sering disebut dengan 
Best Interest Assessment  (Surtees, 2017). 
 
Menurut Surtees (2017), terdapat 
beberapa area pelayanan yang perlu 
diperhatikan dalam memberikan pelayanan 
bagi korban perdagangan anak. Hal-hal 
tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan spesifik dan 
mendahulukan semua hal yang terbaik bagi 
anak. Area pelayanan yang perlu menjadi 
pertimbangan tersebut, antara lain: 
1. Tempat tinggal dan akomodasi 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
penyediaan tempat tinggal dan akomodasi 
yang aman bagi korban perdagangan anak 
adalah mengutamakan reunifikasi antara anak 
dengan orang tua atau keluarga, shelter dan 
fasilitas pelayanan menjadi sumber daya 
terakhir dalam pemberian pelayanan, oleh 
karena itu perlu dilakukan family risk 
assessment untuk mengidentifikasi solusi 
terbaik dalam hal penyediaan tempat tinggal 
dan akomodasi bagi anak. Ketika reunifikasi 
antara anak dengan keluarga tidak menjadi 
pilihan terbaik maka diperlukan alternatif 
tempat bagi anak tersebut, seperti shelter, 
foster care, dsb. 
2. Pelayanan Medis 
Dalam pelayanan medis, semua anak 
korban perdagangan anak harus mendapatkan 
akses terhadap pelayanan medis baik dalam hal 
pencegahan, remedial, maupun dalam keadaan 
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gawat darurat. Selain itu diperlukan staf medis 
profesional yang terlatih dalam menangani 
korban perdagangan anak. 
3. Pelayanan Konseling dan Psychological 
Support 
 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
pemberian pelayanan konseling dan 
psychological support bagi korban 
perdagangan anak antara lain, pelayanan 
tersebut harus dilakukan oleh seorang 
profesional yang memiliki spesialisasi dalam 
bidang anak, yang dapat mendukung 
pembentukan coping skills anak, seperti 
bagaimana mengatasi stres, rasa marah, 
konflik, dsb. Diperlukan juga protokol dan 
proteksi, yang mengatur dan menjamin setiap 
konselor dan psikolog dapat memberikan 
perlindungan terhadap anak. 
4. Pendidikan dan Life Skills 
 Pendidikan dan life skills menjadi suatu 
hal yang penting, karena selain menjamin hak 
anak akan pendidikan, hal tersebut juga dapat 
membantu anak untuk bangkit dari kondisinya. 
Hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan 
pelayanan pendidikan dan life skills, antara 
lain menjamin seluruh korban perdagangan 
anak dapat mengakses pendidikan baik secara 
formal maupun informal. 
5. Program Pemberdayaan Ekonomi 
(Economic Empowerment) 
 Pada umumnya pelayanan ekonomi 
diberikan kepada keluarga korban, sementara 
anak lebih diutamakan untuk dapat mengakses 
layanan pendidikan. Hal terpenting adalah 
menjamin setiap pelayanan pemberdayaan 
ekonomi, baik itu yang diberikan kepada anak 
secara langsung atau kepada keluarga, harus 
memberikan manfaat kepada anak itu sendiri. 
6. Bantuan Administrasi 
 Bantuan administratif yang dimaksud 
dalam hal ini adalah segala hal yang berkaitan 
dengan akses terhadap status legal anak, 
seperti dokumen identitas. Selain itu, bantuan 
administrasi juga dapat berupa jaminan bagi 
anak untuk mendapatkan pendamping atau 
wali yang sah secara hukum atau legal 
guardian yang dapat menjamin hak dan 
kebutuhan anak, ketika orang tua tidak lagi 
menjadi pilihan terbaik. 
7. Bantuan Hukum (Legal Assistance support) 
 Saat proses peradilan, anak berhak 
untuk mendapatkan perlindungan dan 
pendampingan dari wali atau pendampingnya. 
Selain itu dalam awal proses peradilan, seperti 
pembuatan laporan di kantor polisi, diperlukan 
penyesuaian-penyesuaian tertentu agar 
prosedur yang dilakukan lebih ramah terhadap 
anak. 
8. Keamanan dan Keselamatan Anak 
Dalam hal keamanan dan keselamatan 
anak terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, diantaranya jaminan terhadap 
keamanan dan keselamatan bagi orang tua atau 
wali dari anak tersebut, anak di usia tertentu 
juga perlu diinformasikan mengenai masalah 
keamanan yang sedang dan mungkin akan 
dihadapi oleh anak, serta tindakan-tindakan 
apa saja yang dilakukan untuk menjamin 
keamanan dan keselamatan anak tersebut.  
9. Pelayanan Konseling, dan Mediasi Keluarga 
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 Dalam hal pelayanan bagi keluarga 
korban, orang tua perlu dilatih mengenai 
parenting skills, agar dapat membantu anak 
keluar dari situasi dan perilaku negatif dan 
destruktif. Jika anggota keluarga menjadi 
pelaku eksploitasi, maka diperlukan 
pendekatan khusus yang tetap menjamin 
terpenuhinya kebutuhan anak dalam proses 
reintegrasi. 
10. Manajemen Kasus (Case Management) 
Manajemen kasus memiliki peran 
penting dalam proses pelayanan korban 
perdagangan anak, manajemen kasus sendiri 
dapat diartikan sebagai serangkaian proses 
yang terdiri dari assessment, perencanaan, 
pengimplementasian, koordinasi, monitoring, 
dan evaluasi terhadap pelayanan agar dapat 
memenuhi kebutuhan anak. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian evaluatif dengan pendekatan 
kualitatif. Menurut Patton (2002) evaluasi 
program merupakan proses mengumpulkan 
informasi secara sistematis mengenai suatu 
kegiatan, karakteristik, dan hasil dari suatu 
program untuk membuat suatu penilaian 
mengenai program, meningkatkan efektivitas 
program, dan menginformasikan hasil evaluasi 
untuk membuat keputusan suatu program di 
masa yang akan datang. Sementara itu, 
menurut Herman, Morris, dan Fitz-Gibbon 
(1987) evaluasi program dapat menyediakan 
masukan yang berharga mengenai bagaimana 
sebuah program dijalankan, kekuatan dan 
kelemahan suatu program, efektivitas 
program, dan kemungkinan untuk melakukan 
pengembangan program dimasa yang akan 
datang. 
Jenis evaluasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah evaluasi formatif. 
Herman, Morris & Gibbon (1987) 
mendefinisikan penelitian evaluasi formatif 
sebagai jenis evaluasi yang berfokus untuk 
mengevaluasi proses atau implementasi dari 
suatu program yang sedang berjalan. Evaluasi 
jenis ini menyediakan informasi bagi pihak 
yang melakukan implementasi program 
mengenai bagaimana cara meningkatkan atau 
mengambangkan program yang sedang 
berjalan. Fokus analisa dalam penelitian ini 
adalah kekuatan dan kelemahan dari suatu 
program. Ruang lingkup dari penelitian 
evaluasi ini merupakan process evaluation 
atau evaluasi proses.  
Menurut World Bank (2007) Logic 
model atau model logika merupakan instrumen 
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
elemen-elemen penting dalam proses 
implementasi program secara lebih jelas dan 
ringkas. Dalam model logika yang 
dikembangkan oleh World Bank (2007) 
terdapat 5 komponen inti yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi elemen 
dalam proses implementasi program. 
Komponen tersebut antara lain: (1). Inputs: 
dapat diartikan sebagai semua sumber daya 
yang dimiliki untuk memulai suatu program 
seperti dana, fasilitas, staf, peralatan, dan 
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sebagainya; (2). Activities: merupakan semua 
kegiatan yang dilakukan dalam program; (3). 
Outputs: merupakan layanan/produk yang 
dihasilkan dari serangkaian kegiatan atau 
aktivitas yang dilakukan sebelumnya; (4). 
Outcomes: tujuan atau hasil dari pelaksanaan 
kegiatan dan output. Berhubungan dengan hal 
yang mengalami perubahan akibat dari 
pelaksanaan program; (5). Impacts: 
konsekuensi / pengaruh jangka panjang yang 
dihasilkan dari pelaksanaan suatu program. 
 Untuk menggambarkan proses 
implementasi program rehabilitasi sosial di 
Rumah Faye, peneliti menggunakan logic 
model yang telah dikembangkan oleh Rumah 
Faye dengan melakukan modifikasi dan 
membatasi komponen yang digunakan. Dalam 
penelitian ini, komponen-komponen yang 
digunakan untuk menganalisis program 
rehabilitasi sosial di Rumah Faye, hanya 
mencakup komponen inputs, activities, dan 
juga outputs dari implementasi program itu 
sendiri. Model logika yang digunakan dalam 
penelitian ini, sebagai berikut: 
 
 
Gambar Komponen Logic Model Penelitian 
Analisis SWOT Sebagai Model Analisis. 
Menurut Bodi & Gotea (2016) analisis 
SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi 
kekuatan maupun keterbatasan, serta 
mengidentifikasi faktor positif dan negatif 
suatu program. Salah satu keutamaan analisis 
SWOT dalam evaluasi program adalah untuk 
menilai kebutuhan dalam pengembangan 
program ke arah yang lebih profesional. 
Menurut Bodi dan Gotea (2016), analisis 
SWOT memiliki dua dimensi yang cukup 
penting: 
1. Analisis faktor internal, yang termasuk 
dalam faktor internal adalah strengths atau 
aspek internal dalam program yang bersifat 
positif, yang dapat dikontrol melalui sistem 
perencanaan yang ada. Sementara aspek 
weaknesses, yaitu aspek negatif yang 
berasal dari internal lembaga atau program 
yang dapat menjadi penghalang tercapainya 
tujuan program, namun aspek ini tetap 
dapat dikontrol dan dapat diatasi melalui 
perencanaan yang lebih baik dimasa yang 
akan datang. Weaknesses juga dapat 
diartikan sebagai segala hal didalam 
organisasi yang perlu untuk ditingkatkan. 
2. Analisis faktor eksternal, yang termasuk 
dalam faktor eksternal adalah opportunities 
yang merupakan aspek atau faktor positif 
yang berasal dari eksternal program atau 
lembaga dan merupakan kondisi yang tidak 
dapat dikontrol, namun dapat digunakan 
untuk mendukung keberhasilan 
pelaksanaan program dan mendukung 
tercapainya tujuan pelaksanaan program. 
Semetara itu, threats diartikan sebagai 
aspek eksternal yang bersifat negatif dan 
tidak dapat dikontrol namun dampaknya 
tetap bisa prediksi dan dihindari. 
INPUTS 
Seluruh elemen 
atau sumber daya 
yang dimiliki oleh 
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Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan, dalam proses implementasi 
program rehabilitasi sosial di Rumah Faye, 
aspek inputs dalam program rehabilitasi sosial 
di Rumah Faye terdiri atas beberapa hal, antara 
lain: (1). Kode etik (Code of Conduct); (2). 
Staf (staf pendamping); (3). Penerima manfaat; 
(4). Sarana dan prasarana; (5). Ketersediaan 
dana; (6). Kerjasama dengan lembaga lain; (7). 
Volunteer.  
Dalam aspek atau komponen activities 
terdapat 7 tahapan dalam proses implementasi 
program rehabilitasi sosial di Rumah Faye. Di 
dalam masing-masing tahapan terdapat 
aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang 
dijalankan oleh Rumah Faye, dan terdiri atas: 
(1). Tahapan Rujukan Klien: Penerimaan 
rujukan (LSM, kepolisian, pemerintahan, 
masyarakat), asesmen awal dan identifikasi 
kasus, dan pendampingan pelaporan khusus; 
(2). Tahapan Screening Awal: Dilakukan 
untuk menentukan apakah calon penerima 
manfaat masuk sebagai kategori penerima 
manfaat atau tidak. Selain itu, dilakukan 
asesmen terkait dengan kebutuhan penerima 
manfaat dalam konteks proses peradilan;  
(3). Tahapan Pertolongan Pertama: Dalam 
hal pendampingan kasus terkait proses 
peradilan Rumah Faye melakukan 
pendampingan terkait dengan pembuatan 
laporan, kegiatan visum, rekomendasi 
psikolog forensik, monitoring persidangan;  
(4). Tahapan Penerimaan Klien: Penerima 
manfaat melakukan registrasi dan asesmen 
masalah dan kebutuhan, khususnya yang 
berkaitan dengan kebutuhan psikologis;  
(5). Tahapan Rencana Intervensi: dilakukan 
Case conference untuk membahas hasil 
asesmen masalah dan kebutuhan penerima 
manfaat, dalam tahap ini ditentukan juga 
pelayanan yang akan diberikan kepada 
penerima manfaat dan juga setting goal untuk 
menentukan berapa lama penerima manfaat 
akan mendapatkan pelayanan. Selain itu, 
dilakukan juga kontrak rehabilitasi antara 
Rumah Faye dengan pihak perujuk dan juga 
penerima manfaat; (6). Tahapan 
Pendampingan Klien (Client Care): dalam 
pendampingan klien, kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh Rumah Faye, berfokus pada 
pemberian bantuan (client support) serta 
proses rehabilitasi pemulihan psikososial klien 
atau penerima manfaat untuk pemulihan 
trauma, restorasi fungsi psikososial, dan 
empowering klien, agar siap dalam proses 
reintegrasi atau kembali dalam masyarakat. 
Dalam pemberian bantuan dan juga 
rehabilitasi dan pemulihan psikososial, Rumah 
Faye melakukan beberapa kegiatan, antara 
lain: 
1. Pemberian bantuan (client support): 
(1). Bantuan pendampingan 
rehabilitasi medis, meliputi VCT dan 
tes IMS (Infeksi Menular Seksual) 
untuk deteksi dini dan juga mental; (2). 
Bantuan akses kesehatan, meliputi 
akses untuk memperoleh kepemilikan 
BPJS dan surat rekomendasi dari Dinas 
Sosial; (3). Bantuan pendidikan, 
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meliputi pelayan pendidikan baik 
secara formal maupun informal, dan 
juga dukungan dana beasiswa; (4). 
Bantuan ekonomi, meliputi kebutuhan 
sandang, pangan, dan tempat tinggal, 
dan kebutuhan-kebutuhan spesifik 
lainnya seperti pembalut. 
b. Rehabilitasi dan Pemulihan 
Psikososial, melalui aktivitas 
non-vokasional. 
• Aktivitas non-vokasional: 
(1). Konseling individual, 
konseling ini dilakukan oleh 
konselor atau psikolog profesional 
baik yang dilakukan di shelter 
maupun diluar shelter; (2). 
Psikoedukasi, dalam kegiatan ini 
penerima manfaat diajarkan 
berbagai materi seperti kesehatan 
reproduksi, perlindungan anak, isu 
kekerasan anak, kesehatan, 
pengetahuan sosial dan alam, 
Bahasa Inggris, diskusi film dan 
buku, motivation class, dan materi 
ajar sekolah lainnya; (3). 
Keterampilan sosial, berupa 
konseling kelompok, materi kelas, 
permainan kelompok interaksi 
dalam aktivitas harian, dan basic 
manner; (4). Keterampilan hidup, 
seperti kegiatan praktis harian, 
kebersihan diri, merias diri; (5). 
Olahraga dan seni, misalnya 
ensemble, vocal group, 
pengetahuan seni dan budaya, 
olahraga harian, dan bela diri 
dasar; (6). Spiritual, meliputi 
kegiatan kerohanian, outing, dan 
lomba-lomba. 
 (7). Tahapan Reintegrasi: (1). Konseling 
dan edukasi keluarga, dilakukan sebelum 
pemulangan penerima manfaat, dan 
melibatkan konselor, psikolog profesional, 
tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan juga 
aparat penegak hukum; (2). Visitasi dan 
pendekatan keluarga; (3). Pemulangan / 
layanan lanjutan, baik bagi keluarga, keluarga 
pengganti dan lembaga pelayanan sosial 
lainnya. 
Sementara itu, outputs dari 
implementasi program rehabilitasi sosial yang 
dilakukan oleh Rumah Faye adalah sebagai 
berikut: (1) Rujukan Klien: Terdapat laporan 
atau rujukan dari lembaga lain atau masyarakat 
setiap tahun; (2). Screening Awal: 
Terlaksananya kegiatan rapid assessment dan 
identifikasi yang sepenuhnya dilakukan oleh 
staf pendamping; (3). Pertolongan Pertama: 
Terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan 
spesifik semua kasus yang dihadapi penerima 
manfaat dapat dilaporkan ke pihak berwajib 
dan dilanjutkan ke proses peradilan; (4). 
Penerimaan Klien: Seluruh penerima 
manfaat melakukan registrasi dan berhasil 
diidentifikasi kebutuhan yang berkaitan 
dengan aspek psikologi penerima manfaat. (5). 
Rencana Intervensi: Case conference 
dilakukan di awal ketika penerima manfaat 
masuk kedalam shelter dan setiap minggu 
untuk membahas perkembangan penerima 
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manfaat dan tidak semua penerima manfaat 
melakukan kontrak rehabilitasi; (6). 
Pendampingan Klien: Kegiatan dilaksanakan 
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;  
(7). Reintegrasi: Kegiatan konseling keluarga 
dilakukan hanya satu kali sebelum penerima 
manfaat kembali ke keluarga masing-masing 
dan kegiatan monitoring dilakukan setiap satu 
bulan sekali selama 6 bulan setelah penerima 
manfaat kembali ke keluarga. 
Terkait dengan faktor pendukung dan 
penghambat dalam implementasi program 
rehabilitasi sosial, terdapat 6 faktor yang 
menjadi faktor pendukung dan 8 faktor yang 
menjadi faktor penghambat dalam 
pelaksanaan program rehabilitasi sosial di 
Rumah Faye. Faktor pendukung dalam 
implementasi program rehabilitasi sosial di 
Rumah Faye antara lain: 
1. Kerjasama antar staf (team work) dan sikap 
saling terbuka. 
2. Ketersediaan anggaran atau dana. 
3. Jaringan dan kerjasama dengan lembaga 
lain. 
4. Keterlibatan volunteer. 
5. Sarana dan prasarana yang lengkap. 
6. Manajemen yang memiliki perspektif anak. 
Sementara itu, faktor penghambat 
dalam implementasi program rehabilitasi 
sosial di Rumah Faye antara lain: 
1. Belum tersedianya SOP program rehabilitasi 
sosial. 
2. Tujuan program rehabilitasi yang terlalu 
luas dan kurang spesifik. 
3. Sumber daya manusia yang terbatas. 
4. Resistensi dari penerima manfaat. 
5. Penerima Manfaat yang melarikan diri dari 
shelter. 
6. Orang tua penerima manfaat yang tidak 
kooperatif. 
7. Keamanan staf. 
8. Alat transportasi yang masih terbatas. 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil temuan lapangan, 
aspek inputs dalam implementasi program 
rehabilitasi sosial di Rumah Faye mencakup 
adanya kode etik (Code of Conduct), staf (staf 
pendamping), penerima manfaat, sarana dan 
prasarana, ketersediaan dana, kerjasama 
dengan lembaga lain, dan juga volunteer. 
Pentingnya pengembangan kode etik dalam 
lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial, 
disampaikan oleh Surtees (2017). Keberadaan 
sebuah protokol atau kode etik diperlukan 
untuk menjamin keamanan anak atau penerima 
manfaat saat mendapatkan pelayanan yang 
diberikan oleh staf atau pemberi pelayanan. 
Selain itu, protokol atau kode etik yang baik, 
tidak hanya menjamin perlindungan terhadap 
anak, namun juga perlu diatur mengenai 
proteksi terhadap pemberi pelayanan itu 
sendiri.  
Terkait dengan staf pendamping, 
(Surtees, 2017) menyebutkan bahwa segala 
bentuk pelayanan dalam suatu lembaga 
penyelenggara rehabilitasi, seperti pelayanan 
medis dan pelayanan konseling, harus 
dilakukan oleh tenaga profesional yang 
memiliki spesialisasi di bidang anak. 
Sementara itu, untuk kegiatan konseling di 
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Rumah Faye sendiri, hingga saat ini belum 
dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional.  
Merujuk pada SOP dimiliki oleh 
Rumah Faye kategori penerima manfaat yang 
dapat menerima pelayanan dari Rumah Faye, 
adalah anak perempuan usia 12-18 tahun, yang 
merupakan korban perdagangan anak untuk 
tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual. 
Kriteria usia anak yang dijadikan sebagai 
indikator penerima manfaat di Rumah Faye 
tersebut sudah sesuai dengan konvensi hak 
anak 1989, yang mengatakan bahwa anak 
adalah mereka yang berusia 18 tahun ke 
bawah.  
Jika merujuk pada Peraturan Menteri 
Sosial Republik Indonesia No. 01 Tahun 2015 
tentang Standar Lembaga Penyelenggara 
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, ketersediaan 
fasilitas atau sarana dan prasarana menjadi 
salah satu komponen yang harus dipenuhi oleh 
setiap lembaga penyelenggara rehabilitasi 
sosial. Sarana prasarana yang dimaksud antara 
lain ruang perkantoran, ruang pelayanan 
teknis, peralatan lembaga, alat transportasi dan 
juga ruang khusus. Sebagai lembaga 
penyelenggara rehabilitasi sosial, masih 
terdapat beberapa fasilitas yang belum dapat 
dipenuhi oleh Rumah Faye dalam menjalankan 
program rehabilitasi sosial. Fasilitas yang 
belum dapat disediakan adalah ruang khusus 
yang digunakan untuk kegiatan tertentu, antara 
lain: (1). Ruang poliklinik, termasuk tenaga 
medis profesional untuk melakukan 
pemeriksaan penyakit menular seksual; (2). 
Ruang khusus terapi, yang digunakan untuk 
memberikan terapi bagi penerima manfaat 
yang mengalami kasus trauma. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial 
Republik Indonesia No. 01 Tahun 2015 
tentang Standar Lembaga Penyelenggara 
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dalam 
pengelolaan keuangan atau dana, sangat 
penting untuk melakukan perencanaan, 
pengelolaan dan pertanggungjawaban secara 
teratur, untuk menjamin pengelolaan keuangan 
yang baik. Rumah Faye sebagai lembaga 
penyelenggara rehabilitasi sosial telah 
melakukan kegiatan perencanaan, 
pengelolaan, dan pertanggungjawaban, yang 
sepenuhnya dilakukan oleh staf keuangan di 
Rumah Faye.  
Kerjasama antar lembaga dalam 
mengatasi permasalahan perdagangan anak 
yang dilakukan oleh Rumah Faye juga 
disampaikan oleh Surjono (2009), yang 
mengatakan bahwa salah satu strategi yang 
dapat dilakukan untuk menanggulangi 
perdagangan anak dan perempuan adalah 
dengan melakukan koordinasi penanganan 
kasus, yang melibatkan lembaga kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dalam menindak pelaku 
trafficking dan dinas sosial bekerjasama 
dengan lembaga swadaya masyarakat yang 
peduli terhadap anak korban trafficking.  
Keterlibatan volunteer dalam lembaga 
penyelenggara rehabilitasi sosial, juga 
disinggung oleh Bodi dan Gotea (2016), yang 
mana kemampuan lembaga untuk mencari 
sumber daya manusia atau pendanaan dari 
luar, menjadi salah satu faktor eksternal yang 
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mendukung untuk mencapai tujuan suatu 
program. 
Terkait dengan activities dalam 
implementasi program rehabilitasi sosial di 
Rumah Faye, terdapat 7 tahapan yang 
didalamnya mencakup aktivitas dan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Faye, 
dengan mengacu pada alur pelayanan dan juga 
logical framework yang telah dikembangkan 
oleh Rumah Faye sendiri. Dalam proses 
pelaksanaan aktivitas tersebut, muncul 
berbagai permasalahan dan hambatan, seperti 
ketersediaan tenaga profesional dalam 
pemberian pelayanan.  
Disamping itu tidak semua outputs dari 
setiap aktivitas yang telah ditetapkan dalam 
logical framework dapat dilakukan oleh 
Rumah Faye. Masih terdapat beberapa 
kegiatan yang dalam pelaksanaannya belum 
sesuai dengan output yang telah direncanakan 
dalam logical framework yang dikembangkan 
oleh Rumah Faye itu sendiri. 
Dalam menganalisis faktor pendukung 
dan faktor penghambat, digunakan analisis 
SWOT atau strengths, weaknesses, 
opportunities, dan threats yang dapat 
menganalisis faktor yang berasal dari internal 







Tabel 2. Analisis SWOT Program 
Rehabilitasi Sosial Rumah Faye 
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Rumah Faye merupakan salah satu 
lembaga nonpemerintah yang berfokus pada 
isu perlindungan dan kesejahteraan anak yang 
memiliki visi untuk membebaskan anak 
Indonesia dari perdagangan manusia, 
kekerasan dan juga eksploitasi. Secara umum, 
dalam implementasi program rehabilitasi 
sosial, Rumah Faye telah berusaha untuk 
memenuhi prinsip the best interest of the child 
atau prinsip yang terbaik bagi anak, dalam hal 
ini anak-anak yang menjadi penerima manfaat 
di Rumah Faye. Hal tersebut dapat terlihat dari 
komitmen Rumah Faye dalam memberikan 
pelayanan-pelayanan berlandaskan values atau 
nilai yang mengutamakan hak-hak anak dan 
juga perlindungan terhadap anak. Selain itu, 
komitmen Rumah Faye dalam upaya 
memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-
masing penerima manfaat, juga menjadi 
pembuktian upaya Rumah Faye dalam 
menjalankan prinsip the best interest of the 
child.  
Sementara itu, terkait dengan standar 
lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna 
sosial di Indonesia, termasuk bagi korban 
perdagangan manusia di Indonesia yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 
2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara 
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, yang 
didalamnya mencakup struktur organisasi, 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 
manajemen pengelolaan dana dan 
pertanggungjawaban dana, serta tahapan dan 
program rehabilitasi. Rumah Faye sebagai 
salah satu lembaga penyelenggara rehabilitasi 
sosial, dalam proses implementasi program 
rehabilitasi sosial belum dapat mencapai 
standar secara maksimal, khususnya dalam hal 
sumber daya manusia. 
 Dalam implementasi program 
rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Rumah 
Faye, terdapat beberapa faktor yang 
mendukung proses implementasi program 
rehabilitasi sosial di Rumah Faye. Adapun 
faktor pendukung dalam proses implementasi 
program rehabilitasi sosial di Rumah Faye, 
antara lain: (1). Kerjasama antar staf (team 
work) dan sikap saling terbuka antar staf di 
Rumah Faye; (2). Anggaran atau dana program 
rehabilitasi sosial yang tidak pernah 
mengalami keterlambatan dalam proses 
pencairan; (3). Jaringan dan kerjasama yang 
terjalin cukup baik antara Rumah Faye dengan 
lembaga-lembaga lain; (4). Keterlibatan 
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volunteer dalam program rehabilitasi sosial di 
Rumah Faye; (5). Sarana dan prasarana yang 
sudah cukup lengkap; (6). Manajemen Rumah 
Faye yang memiliki perspektif anak. 
Selain adanya faktor pendukung, dalam 
implementasi program rehabilitasi sosial yang 
dilakukan oleh Rumah Faye, muncul berbagai 
permasalahan yang berasal dari internal 
lembaga maupun dari eksternal lembaga. 
Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh 
Rumah Faye dalam pelaksanaan program 
rehabilitasi sosial, antara lain: (1). Belum 
adanya SOP baru, yang mana hingga saat ini 
Rumah Faye masih menggunakan SOP lama 
yang sudah tidak dapat mengakomodasi 
kebutuhan, perkembangan dan perubahan 
kondisi yang dihadapi oleh Rumah Faye; (2). 
Tujuan dari program rehabilitasi yang terlalu 
luas dan kurang spesifik; (3). Sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh Rumah masih 
sangat terbatas, khususnya dari segi kualitas 
staf pendamping yang ada. Secara kualitas, 
hampir seluruh staf pendamping yang dimiliki 
oleh Rumah Faye tidak memiliki latar 
belakang pendidikan yang berkaitan atau 
spesialisasi di bidang anak. Padahal segala 
bentuk pelayanan dalam suatu lembaga 
penyelenggara rehabilitasi harus dilakukan 
oleh tenaga profesional yang memiliki 
spesialisasi di bidang anak (4). Resistensi yang 
muncul dari penerima manfaat dalam 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan di program 
rehabilitasi sosial; (5). Penerima manfaat yang 
mencoba melarikan diri dari Rumah Aman 
atau shelter; (6). Orang tua dari penerima 
manfaat yang tidak kooperatif dan kurang 
mendukung Rumah Faye dalam proses 
implementasi program rehabilitasi sosial; (7). 
Adanya ancaman atau tindakan-tindakan 
berbahaya yang dilakukan oknum atau pelaku 
perdagangan anak yang mengancam keamanan 
dan keselamatan staf Rumah Faye; (8). Alat 
transportasi yang digunakan sebagai 
transportasi operasional program rehabilitasi 
yang masih kurang dan perlu ditambah. 
SARAN 
Kelembagaan 
1. Terkait dengan tidak adanya SOP 
dalam implementasi program 
rehabilitasi sosial, maka segera 
diperlukan perbaikan SOP yang 
mengatur teknis pelaksanaan kegiatan 
dalam program, serta standar 
pelayanan minimum yang harus 
didapatkan penerima manfaat. SOP 
tersebut harus dibuat secara spesifik 
dan jelas, dengan tetap 
mempertimbangkan tantangan yang 
dihadapi oleh Rumah Faye sebagai 
lembaga pelayanan kemanusian dan 
harus mampu mengakomodir 
perubahan-perubahan kondisi yang 
berkembang dengan cepat. Jika 
diperlukan, proses pembuatan SOP 
juga perlu melibatkan akademisi 
ataupun pihak profesional yang dapat 
membantu untuk menyusun SOP 
secara ideal dan sesuai dengan prinsip-
prinsip pelayanan rehabilitasi sosial. 
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2. Terkait dengan tujuan program yang 
terlalu luas, Rumah Faye perlu 
melakukan perencanaan program 
secara lebih cermat dengan 
mengembangkan logic model atau 
logical framework yang lebih 
komprehensif, yang dapat 
mengidentifikasi semua sumber daya 
yang dimiliki, mendefinisikan kegiatan 
dan aktivitas secara lebih jelas dan 
terukur, serta menentukan tujuan 
program dengan menggunakan 
pendekatan SMART (Specific, 
Measurable, Achievable, Realistic, 
Time-related), yang artinya tujuan 
program harus dibuat secara spesifik, 
terukur, dapat dicapai, realistis, dan 
mempertimbangkan waktu 
pelaksanaan program. 
3. Menambah fasilitas khususnya 
kendaraan transportasi sebagai sarana 
penunjang untuk meningkatkan 
produktivitas staf Rumah Faye dan 
membantu memperlancar pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan dalam program 
rehabilitasi. 
4. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut 
menggunakan jenis evaluasi sumatif 
dengan metode individualized 
outcomes evaluation / measures untuk 
menilai keberhasilan program 
rehabilitasi sosial dilihat dari respon 
masing-masing penerima manfaat 
terhadap pelayanan rehabilitasi yang 
diberikan. 
Sumber Daya Manusia 
1. Untuk mendukung proses pemulihan 
trauma penerima manfaat, keberadaan 
psikolog profesional yang memiliki 
spesialisasi di bidang anak yang dapat 
memberikan psychological support, 
khususnya dalam program konseling 
menjadi hal yang mendesak dan harus 
segera dipenuhi oleh Rumah Faye. 
Selain itu, Rumah Faye harus 
menjamin bahwa seluruh penerima 
manfaat mendapatkan pelayanan 
psychological support yang dilakukan 
oleh tenaga profesional tersebut. 
2. Selain psikolog profesional, diperlukan 
juga tenaga pekerja sosial profesional 
yang dapat membantu penerima 
manfaat untuk mendapatkan sumber 
pelayanan (fasilitator/broker) ataupun 
sebagai konselor dan edukator dalam 
implementasi program rehabilitasi 
sosial. 
3. Memberikan pelatihan atau 
peningkatan kapasitas kepada staf 
pendamping program rehabilitasi 
sosial secara rutin dengan materi 
pelatihan yang berkaitan dengan 
permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi oleh Rumah Faye seperti 
mengatasi sikap resisten anak, coping 
skills anak, misalnya bagaimana 
mengatasi stres, emosi, dan konflik 
yang dihadapi oleh anak ataupun yang 
dihadapi oleh staf pendamping itu 
sendiri. 




4. Terkait dengan permasalahan penerima 
manfaat yang resisten dan mencoba 
melarikan diri dari shelter, perlu 
dilakukan asesmen lebih lanjut terkait 
dengan permasalahan tersebut. Hal 
tersebut dilakukan untuk memahami 
permasalahan tersebut lebih 
mendalam, serta upaya yang dapat 
dilakukan untuk mencegah hal tersebut 
terjadi dikemudian hari. 
Stakeholders (Lembaga lain, Orang Tua, 
dan Volunteer) 
1. Tetap menjaga relasi dan terus 
meningkatkan kerjasama dengan 
lembaga-lembaga yang sebelumnya 
telah terlibat dalam proses pelaksanaan 
program rehabilitasi. Selain itu, perlu 
dilakukan pemetaan terhadap 
stakeholders potensial lainnya, yang 
dapat mendukung pelaksanaan 
program rehabilitasi. 
2. Terkait dengan proses konseling 
keluarga, orang tua perlu diberikan 
edukasi, khususnya terkait dengan 
parenting skill yang dapat mendukung 
proses pemulihan anak. Orang tua juga 
dapat dibekali dengan buku panduan 
yang dapat dijadikan sebagai pedoman 
untuk memantau perkembangan anak 
ketika berada di rumah. Selain itu, 
sebagai stakeholder utama dalam 
proses pemulihan penerima manfaat, 
perlu dirancang sebuah kegiatan yang 
dapat meningkatkan keterlibatan orang 
tua. Hal tersebut juga dapat menjadi 
solusi untuk merespon masalah orang 
tua yang tidak kooperatif. 
3. Memberikan pelatihan atau 
peningkatan kapasitas kepada 
volunteer yang terlibat dalam program 
rehabilitasi sosial secara rutin, dengan 
materi pelatihan yang berkaitan dengan 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
volunteer itu sendiri, misalnya materi 
tentang membangun relasi dan 
komunikasi yang efektif dengan anak, 
serta metode atau media yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan minat 
dan partisipasi anak dalam pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan dalam program 
rehabilitasi sosial. 
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